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Cara Hukum Menagih Utang Yang Tidak Dibayar  

Tanpa Melanggar Hukum 

 

Penagihan utang merupakan bagian dari hubungan perdata yang tidak dapat dihindari 

dalam kehidupan sosial maupun kegiatan bisnis. Meski demikian, penagihan utang sering 

menjadi masalah ketika dilakukan dengan cara yang tidak sesuai hukum, seperti 

intimidasi, paksaan, atau ancaman. Banyak pihak, baik individu maupun lembaga, kerap 

melakukan penagihan melalui metode yang melanggar hukum dan pada akhirnya justru 

menimbulkan konsekuensi pidana. 

Dalam sistem hukum Indonesia, terdapat mekanisme resmi dalam melakukan penagihan 

utang. Salah satu instrumen yang paling penting adalah somasi, yaitu teguran atau 

peringatan resmi kepada debitur agar memenuhi kewajibannya. Somasi menjadi syarat 

untuk menempatkan debitur dalam keadaan lalai atau wanprestasi, yang kemudian dapat 

menjadi dasar untuk mengajukan gugatan perdata. 

Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai pentingnya somasi, batasan-

batasan penagihan utang, serta larangan penggunaan debt collector ilegal. Penjelasan ini 

diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif bagi masyarakat agar 

dapat melakukan penagihan secara legal, tertib, dan aman. 

Prosedur Penagihan Yang Sah Dan Efektif 

Upaya kekeluargaan sebagai tahapan awal. Dalam penyelesaian sengketa perdata, 

langkah pertama yang disarankan adalah negosiasi secara kekeluargaan. Kreditur dapat 

melakukan: 

• Komunikasi langsung dengan debitur, 

• Klarifikasi alasan keterlambatan, 

• Pemberian waktu tambahan secara wajar, 

• Upaya mediasi mandiri. 

Tahap ini penting untuk menjaga hubungan baik dan menghindari ketegangan antara para 

pihak. Dalam banyak kasus, masalah dapat selesai pada tahap ini. 

Somasi: Langkah Resmi Untuk Menyatakan Debitur Lalai 

Somasi merupakan inti dari mekanisme penagihan utang yang legal. Sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1238 KUHPerdata, debitur hanya dianggap lalai setelah diberikan peringatan 

resmi. 

Somasi memiliki beberapa fungsi penting: 

• Menempatkan debitur dalam keadaan wanprestasi, 

• Menjadi bukti hukum jika sengketa berlanjut ke pengadilan, 

• Memberikan kesempatan terakhir bagi debitur untuk membayar secara sukarela, 

• Mencegah kreditur dianggap melakukan penagihan ilegal, karena somasi menunjukkan 

prosedur hukum yang benar. 

Gugatan Perdata Jika Utang Tidak Dibayar Setelah Somasi 

Jika debitur tidak mengindahkan somasi, maka kreditur memiliki dua jalur penyelesaian 

sengketa: 

1. Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan Negeri 

Kreditur dapat meminta hakim menghukum debitur untuk: 
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• Membayar utang pokok, 

• Membayar bunga dan denda, 

• Membayar biaya perkara. 

Dalam gugatan ini, kreditur harus membuktikan: 

• Adanya perjanjian utang, 

• Telah mengirimkan somasi, 

• Kerugian akibat kelalaian debitur. 

2. Gugatan Sederhana (Small Claim Court) 

Berlaku untuk nilai sengketa maksimal Rp 500 juta. Prosedurnya lebih cepat dan 

sederhana. 

Penagihan Melalui Pihak Ketiga Yang Legal 

Dalam praktik, penagihan melalui pihak ketiga diperbolehkan dengan syarat: 

• Perusahaan penagihan memiliki legalitas, 

• Tidak menggunakan kekerasan atau intimidasi, 

• Tidak menyita barang debitur tanpa putusan pengadilan. 

Penggunaan debt collector ilegal dapat berpotensi menjerat kreditur ke dalam perkara 

pidana, karena kreditur dianggap turut serta dalam penagihan yang melanggar hukum. 

Larangan Intimidasi Dan Penagihan Ilegal 

Hukum Indonesia menetapkan batasan-batasan yang harus dijaga dalam penagihan 

utang. Penagihan tidak diperbolehkan untuk: 

• Mengancam atau memaksa debitur, 

• Mempermalukan debitur di media sosial, 

• Mengirim pesan bernada ancaman, 

• Memakai kekerasan, 

• Mengambil atau menyita barang debitur tanpa putusan pengadilan, 

• Menyebarkan data pribadi debitur. 

Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi hak debitur sekaligus menjaga penagihan 

tetap berada dalam koridor hukum. 

Pentingnya Penagihan Utang Yang Tertib Hukum 

Secara filosofis, hukum perdata bertujuan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para 

pihak. Kreditur berhak menagih, namun debitur juga berhak mendapat perlindungan dari 

tindakan melawan hukum. 

Prinsip-prinsip penting dalam penagihan adalah: 

• Kepastian hukum. 

Seluruh tindakan penagihan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 

• Itikad baik. 

Kedua belah pihak harus menunjukkan sikap kooperatif. 

• Proporsionalitas. 

Penagihan tidak boleh berlebihan atau merugikan debitur. 

• Dokumentasi. 
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Seluruh komunikasi dan bukti perjanjian harus disimpan dengan baik. 

Dengan memegang prinsip tersebut, penagihan dapat dilakukan tanpa menimbulkan 

konflik atau risiko pidana. 

Kesimpulan 

Somasi merupakan mekanisme resmi yang wajib digunakan dalam penagihan utang di 

Indonesia. Dengan somasi, debitur secara hukum ditempatkan dalam keadaan lalai 

sehingga kreditur berhak menempuh langkah hukum lanjutan. Penagihan yang legal 

menuntut proses yang tertib, profesional, dan tanpa intimidasi. 

 

Melalui pemahaman prosedur hukum yang benar, kreditur dapat menjalankan haknya 

tanpa melanggar aturan, sementara debitur tetap terlindungi dari praktik penagihan yang 

berlebihan atau melawan hukum. 

 

 

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan 

pendapat hukum. Jika Anda menghadapi permasalahan penagihan utang, memerlukan 

penyusunan somasi, atau membutuhkan pendampingan hukum terkait wanprestasi dan 

tindakan penagihan yang sah, tim kami siap membantu Anda secara strategis dan 

profesional. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui: 

   08567572501 

        info@justianlawfirm.com 

  www.justianlawfirm.com 


